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ABSTRACT

The arrangement regarding of land tenure, land ownership, land use, and
utilization of land must be based on technical provisions and be related to legal
aspects and legislation. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional has enacted the Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Number 12 of 2021 concerning Land Technical
Considerations, wich is 10 days. Preliminary research found instances where the
issuance of land technical considerations exceeded the specified time. This study
aims to further understand the implementation of land technical considerations
based one these regulations. It is an empirical juridical legal research using a
descriptive-analytical approach through juridical empirical observation. There is
currently no specified timeframe for each process of conducting land technical
considerations. The research results show: (1) The implementation of land
technical considerations at the Bekasi district National Land Agency has followed
the standard of land technical consideration services; (2) The timeframe for issuing
land technical considerations has not been met; (3) Document completeness
requirements act as an obstacle in the execution and issuance of land technical

considerations.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari proses
modernisasi. Paradigma modernisasi yang berkembang saat ini ialah bahwa
negara maju harus menjadi negara industri, untuk itu pertumbuhan ekonomi
menjadi paradigma pembangunannya. Namun, pola pembangunan yang seperti
itu berimplikasi pada petani yang tergusur dan kehilangan tanahnya, spekulasi
tanah merajalela, penguasaan tanah terpusat pada satu atau sekelompok orang
tertentu saja, serta berbagai pola penguasaan tanah lainnya yang jauh dari nilai-
nilai demokratis dan keadilan (Nurlinda 2009, 82).

Dinamika pembangunan seperti itu perlu dilakukan antisipasi dalam
peningkatan pembangunannya dengan perencanaan dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang
baik dapat memfokuskan seluruh pikiran dan sumber daya menjadi terarah serta
berdaya guna. Hal penting yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut
yaitu melalui sinergitas pembangunan di segala sektor yang dirumuskan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Ulenaung 2019).

Paradigma mengenai praktik tata ruang, khususnya dalam pembuatan
RTRW suatu kabupaten/kota, dapat dilihat dengan cara bagaimana ruang-ruang
itu dikonstruksi oleh tiap-tiap subjek berdasarkan kepentingannya yang
direalisasikan dalam pendirian bangunan, jaringan transportasi, taman, ruang
terbuka hijau, dan lain sebagainya. Ruang itu memiliki karakteristik interaktif
dari investor, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, konflik dan
kontestasi antar aktor dalam praktik tata ruang tidak dapat dihindari (Aminah
2015, 60).

Mengatasi hal tersebut, penataan ruang perlu dikaidahkan dalam bentuk
peraturan agar berjalan dengan baik. Aspek hukum penataan ruang mengatur
segala aspek tata ruang dari tingkat nasional sampai kabupaten/kota. Hukum

penataan ruang dan tata guna tanah mengatur tentang prosedur/tata cara



penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, institusi atau aktor yang
terlibat dalam aktivitas penataan ruang dengan melihat sejauh mana peranan
yang diambil (Koeswahyono 2012, 29).

Kementerian ATR/BPN memiliki peran dalam penataan ruang. Dijelaskan
dalam Pasal 5 Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
nasional, Kementerian ATR/BPN menyelenggaraan fungsi pengendalian dan
penertiban tanah dan ruang. Pengendalian dan penertiban ruang/tanah
diantaranya meliputi kegiatan penatagunaan tanah. Penatagunaan tanah
merupakan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana disebutkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan tanah.

Pengaturan mengenai  penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah harus berdasarkan ketentuan-ketentuan teknis dan berkaitan
dengan aspek-aspek hukum serta perundang-undangan. Dalam konteks
kegiatan berusaha (investasi/penanaman modal), pemerintah telah menerbitkan
regulasi mengenai percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan penanaman
modal dan berusaha melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan peraturan turunannya khususnya Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun
2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (selanjutnya disebut Permen
ATR/KBPN No. 12/2021). Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)
didefinisikan dalam aturan tersebut merupakan pertimbangan yang memuat
hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah dengan



memperhatikan Rencana Tata Ruang (RTR), sifat dan jenis hak, kemampuan

tanah, ketersediaan tanah serta kondisi permasalahan pertanahan. Aturan

tersebut mengatur mengenai subjek dan objek, pelaksana, tata cara pemberian,
penyerahan dan penyimpanan, serta jangka waktu PTP.

Dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat 5 peraturan tersebut, bahwa Pertimbangan
Teknis Pertanahan diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pendaftaran
atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan pra penelitian
yang telah dilakukan oleh peneliti, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
terdapat permohonan PTP yang diterbitkan melebihi waktu yang ditentukan
aturan itu. Oleh karena hal tersebut di atas, penelitian ini ingin mengetahui
implementasi Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi yang mengacu pada ketentuan Pasal 23 Ayat 5 Permen
ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.
. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam mendapatkan pengkajian terhadap
implementasi Pertimbangan Teknis Pertanahan yang akan dibahas lebih lanjut,
maka dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana implementasi Pertimbangan Teknis Pertanahan berdasarkan
Pasal 23 Ayat 5 Permen ATR/KBPN No. 12/2021 di Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi?

2. Apa kendala dalam implementasi Pertimbangan Teknis Pertanahan
berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Permen ATR/KBPN No. 12/2021 di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bekasi?

3. Bagaimana solusi mengatasi kendala dalam implementasi Pertimbangan
Teknis Pertanahan berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Permen ATR/BPN No.
12/2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam

penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui implementasi Pertimbangan Teknis Pertanahan
berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Permen ATR/KBPN No. 12/2021 di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bekasi.

2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi Pertimbangan Teknis
Pertanahan berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Permen ATR/KBPN No. 12/2021
di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

3. Untuk mengetahui bagaimana solusi mengatasi kendala dalam
implementasi Pertimbangan Teknis Pertanahan berdasarkan Pasal 23 Ayat
5 Permen ATR/KBPN No. 12/2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bekasi.

Adapun kegunaan penelitian ini, peneliti berhadap penelitian ini dapat
bermanfaat serta dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis, melalui penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan
pengetahuan serta bahan pembelajaran tentang kendala dan solusi dalam
pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan berdasarkan Permen
ATR/KBPN No. 12/2021.

2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan informasi
dan rekomendasi solusi kepada Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan
Pertimbangan Teknis Pertanahan guna memaksimalkan penerapan Pasal 23
Ayat 5 Permen ATR/KBPN No. 12/2021.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab V, maka

dapat disimpulkan bahwa:

1.

Implementasi Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi sudah dilakukan mengikuti 5 (lima) standar pelayanan
Pertimbangan Teknis Pertanahan. Namun, pada standar pelayanan jangka
waktu penerbitan masih belum terpenuhi karena melebihi 10 hari.
Kelengkapan berkas yang terlambat/tidak dipenuhi menjadi penghambat
dalam proses pelaksanaan pertimbangan teknis pertanahan, sehingga terjadi
keterlambatan dalam penerbitannya.

Sinergitas antar stakeholder yakni kantor pertanahan, DPMPTSP, Dinas
Cipta Karya, serta pemohon merupakan solusi utama dalam
memaksimalkan waktu penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

B. Saran

1.

Perlu adanya koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan DPMPTSP dan
Dinas Cipta Karya untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap
persyaratan permohonan sebelum divalidasi.

Komunikasi berupa bersurat kepada pemohon terkait permohonan yang
belum/salah melampirkan berkas permohonan.

Penutupan berkas apabila 2x surat permintaan kelengkapan berkas tidak
dipenuhi.

Perlu ditinjau kembali mengenai aturan penerbitan 10 hari tersebut.

Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan perlu menetapkan jangka waktu pada

setiap tahapan pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan.
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